: LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT' 1
JAWA TENGAH

NOMOR: 40 TAHUN1990 SERI: D NO

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROFINSI DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH
NOMOR : 9 TAHUN 1990
TENTANG

UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL IIUTAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAII

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAIL

Menimbang : 2 bahwa dalam rangka untuk lebih meningkalkan pend?
petan Negara / Dacrah dari sekior Kehutanan di Propinsi
Daersh Tingkat I Jawa Tengah, maka kepada Instansi
pemungut Juran Hasil Hutas pedu diberikan uang
perangsang scbagal upaya uniuk mendorong agar leth
giat dalam melaksanakan tugasnya ;
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3

4,

10.

bahwa berhubung dengan itu, maka dipandang periu me-
netapkan pemberian uang perangsang dimaksud yang
pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Dacrat.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ientang Pokok-
pokok Pemerintahan di Daerah ;

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pem-

- bentukan Propinsi Jawa Tengah ;

Peraturgn Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 teatang luran Hak
Pengusahaan Hutan dan uran Hasil Hutan ;

Peraluran Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Ke-
uangan Dacrah ;

Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 jo Keputusan
Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Pengenaan, Pe-
mungutan dan Pembagian Iuran Hasil Hutan ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 ‘
tentang Bentuk Peraturan Daerah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun
1979 tentang Pemberian Uang Perangsang Kepada Dinas
Pendapatan Dacrah ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1981
tentang Tatacara Pelaksanaan dan Penata Usahaan Uang
Perangsang ;

Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 365/Kpts-I1/85
tentang Pelaksanaan keputusan Presiden Nomor 77 Ta-

hun 1985 tentang Pengenaan, Pemungutan dan Pembagi-
an luran Hasil Hutan ; A

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tabun 1985



tenlang Pembagian dan Prosedur Penyaluran Juran Hasil
Hutan ; :

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-481
tenlang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah Tahun
Anggaran 1989/1990 ; )

12. Keputusan Direktur Jenderal Pengusahaan Hutan Nomor
523/Kpts/1V - Prog/198S5 tentang Petunjuk Teknis Pelak-
sanaan Tata Usaha Juran Hasil Hutan.

Dengan persctujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Dacrah Tingkat I Jawa Tengah,
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TING-
KAT I JAWA TENGAH TENTANG UANG PERANG-
SANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL HUTAN DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Dacrah ini yang dimaksud dengan :

a. Pemerinish Dacrah adalah Pemerintab Propinsi Dacrah
Tingkat I Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Ko-
tamadya Dacrah Tingkat Il di Jawa Tengah ;

b. Gubemur Kepala Dacrah adalah Gubernur Kepala Dacrah
Tingkat I Jawa Tengah ;
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c. Instansi Pemungut adalah Kantor Wilayah Departemen
Kchutanan Propinsi Jawa Tengah dan Instansi lainnya
yang terkait dalam rangka pemungutan [uran Hasil Hutan
di Propinsi Dacrah Tingkat I Jawa Tengah ;

d. VUang perangsang adalah uang yang diberikan kepada
Instansi Pemungut dengan maksud untuk meningkatkan
kesejahteraan aparainya scbagai upaya untuk mendorong
agar lebih giat dalam melaksanakan tugasnya.

BAB HI
PEMBERIAN UANG PERANGSANG
Pasal 2
Memberikan vang perangsang kepada Instansi pemungut

sebesar 5% (lima perscratus) dari bagian pencrimaan Iuran
Hasil Hutan (1HH ) Pemerintah Dacrah.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini se-
panjang mengenai peloksanaannya akan diatur lkebih lanjut
oleh Gubemur Kepala Daerak,

Pasal 4

Peraturan Dacrah ini mulai bertaku pada tanggal diundangkan.



Agar supaya setinp orang mengetahuinya memcrintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan pencmpatannya
dalam Lembaran Dacrah Propinsi Dacruh Tingkat 1 Jawa

Tengah,
Semarang, 24 Maret 1990
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAL TINGKATI1JAWA TENGAI
TINGKAT 1 JAWA TENGAH
KETUA
ud, itd.

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH '
NOMOR : 9 TAHUN 1990
TENTANG

UANG PERANGSANG PEMUNGUTAN IURAN HASIL ITUTAN
DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967 sebagai-
mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980 ten-
tang Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan Juran Hasil Hutan, antara lain dinyata-
kan bahwa semua hasit hutan yang dikelvarkan dari hutan discluruh Indo-
nesia dengan maksud diperdagangkan dikenakan luran Hasil Hutan (IHH ).

Sclanjuinya sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985
jo Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1989 tentang Penpenaan, Pemu.
ngutan dan Pembagian Juran Hasil Hutan, Pemerintah Dacrah menerima
bagian scbesar 45% (empat puluh lima perseratus) dari semua pencrimaan
luran Hasil Hutan dari Dacrah yang bersangkutan dengan perincian 30% (tiga
pulub perseratus) untuk Pemerintah Dacrab Tingkat I dan 15% (lima belas
perseratus) untuk Pemerintah Daerah Tingkat I,

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pendapatan Negara dan
sckaligus pendapatan Dacrah, maka kepada aparat Kantor Wilayah Depar-
tecmen Kehutanan Propinsi Jawa Tengah dan Instansi yang terkail dolam
Pemungutan luran Hasil Hutan perlu diberikan uang perangsang scbesar 5%
(lima perseratus) dari bagian yang dilerima Pemeriniah Dacrah.

Hal (ersebut dimaksudkan agar aparat pemungul lebih giat dalam melek-
sanakan tugasnya.
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Sehubungan dengan hal tersebut dialas dan sesuai dengan Kcputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Mei 1989 Nomor 903.33-481 tentang Pe-
ngesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Dacrah Ting-
kat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1989/1990, maka pemberian uang pe-
rangsang dimaksud, pengaturannya dilctapkan dalam Peraturan Dacrah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasat 1 sampai dengan4  :  Cukup jelas.



